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BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Menurut BPS (2012), kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi
ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari
sisi pengeluaran.

World Bank mengidentifikasikan penyebab kemiskinan dari perspektif akses dari
individu terhadap sejumlah aset yang penting dalam menunjang kehidupan, yakni aset
dasar kehidupan (misalnya kesehatan dan ketrampilan/pengetahuan), aset alam (misalnya
tanah pertanian atau lahan olahan), aset fisik (misalnya modal, sarana produksi dan
infrastruktur), aset keuangan (misalnya kredit bank dan pinjaman lainnya), dan aset sosial
(misalnya jaminan sosial dan hak-hak politik). Ketiadaan akses dari satu atau lebih dari aset
— aset di atas merupakan penyebab seseorang masuk ke dalam kemiskinan.

Kemiskinan tidak hanya mencakup aspek finansial, tetapi juga mencakup
keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, dan partisipasi dalam
kehidupan sosial. Oleh karena itu, pendekatan untuk mengatasi kemiskinan harus dilakukan
secara multidimensional.

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian
pemerintah. Upaya penanggulangan kemiskinan akan dinyatakan efektif bila menunjukkan
indikasi menurunnya jumlah penduduk miskin, bertambahnya tingkat pendapatan individu,
dan menguatnya daya beli masyarakat. Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan tidak
hanya menjadi tanggungjawab pemerintah saja tetapi menyeluruh untuk semua elemen.
Untuk itu perlu dilakukan koordinasi guna menjaga konsistensi dan efektivitas
penanggulangan kemiskinan.

Salah satu wupaya pemerintah Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dalam
penanggulangan kemiskinan yaitu dengan Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan
Kelurahan. Diharapkan dengan program ini bisa meningkatkan peran aktif masyarakat dan
lembaga kemasyaratan dalam Pembangunan, yang kemudian ditetapkan menjadi salah satu
sasaran strategis kecamatan Lamposi Tigo Nagori dalam dokumen Rencana Strategis
kecamatan.

Kinerja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dalam penanggulangan kemiskinan salah
satunya diukur dengan mengkoordinasikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) yang berisi laporan kinerja pelaksanaan
capaian kegiatan penanggulangan kemisknan daerah. Dokumen ini menggambarkan apa
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saja yang sudah dicapai oleh pemerintah Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dalam 1 (satu)

tahun anggaran

I.2 Maksud dan tujuan
Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di
Kecamatan Lamposi Tigo Nagori adalah sebagai berikut :
1. Memberikan gambaran tentang kondisi kemiskinan di Kecamatan Lamposi Tigo
Nagori
2. Memberikan gambaran tentang perkembangan dan permasalahan yang terjadi
dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di
Kecamatan Lamposi Tigo Nagori
3. Memberikan rekomendasi dan saran dalam rangka meningkatkan perencanaan
dan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan untuk
mendukung keberhasilan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Lamposi
Tigo Nagori.
4. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan
Langkah-langkah perbaikan kedepannya

I.3 Dasar Hukum
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

c. Peraturan Presiden No. 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan
kemiskinan yang mendelegasikan pembentukan tugas pokok dan fungsi TKPK di
daerah;

d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

e. Peraturan Presiden No 96 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden
no 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan;

f. Keputusan Presiden No. 10 tahun 2011 tentang koordinasi peningkatan dan
perluasan program-program rakyat;

g. Instruksi Presiden No. 3 tahun 2010 tentang program pembangunan yang
berkeadilan sebagai arah implementasikan program-program percepatan
penanggulangan kemiskinan;

h. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan
Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
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i. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 tahun 2010 tentang TKPK Provinsi dan
Kabupaten/ Kota yang mengatur fungsi TKPK dalam koordinasi dan pengendalian;

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan
Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia
dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/ Kota;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

I.  Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas
Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024.

m. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis
Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

n. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

0. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor : 33 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Pengelolaan

Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

I.4 Sistematika Penulisan

BABI: PENDAHULUAN
Berisikan latar belakang, maksud dan tujuan ,dasar hukum, serta
sistematika penulisan.

BAB II : ANALISA STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERANGKAT
DAERAH
Berisikan anggaran untuk penanggulangan kemiskinan (pagu anggaran
terakhir/pagu anggaran perubahan), Strategi Perangkat Daerah dalam
menanggulangi kemiskinan, Penanganan Pengaduan Masyarakat.

BABIII : CAPAIAN DAN ANALISIS KEMISKINAN PERANGKAT DAERAH
Menguraikan program penanggulangan kemiskinan, capaian kinerja
penanggulangan kemiskinan serta gambaran analisis singkat hasil
pelaksanaan program kegiatan yang telah disusun di dalam Rencana Aksi
Tahunan (RAT).



BABIV :

BABV :

MONITORING DAN EVALUASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Menguraikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi, hambatan dan

tantangan pelaksanaan program penanggulaangan kemiskian, penjelasan
rencana tindak lanjut.
PENUTUP

Berisikan beberapa kesimpulan dan rekomendasi.
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BAB II

ANALISA STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI

2.1 Anggaran Penanggulangan Kemiskinan

Upaya untuk menanggulangi kemiskinan dan menciptakan kesempatan kerja telah
dilakukan pemerintah bersama dengan masyarakat melalui pengembangan dan
penyelenggaraan berbagai program penanggulangan kemiskinan.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan di kecamatan Lamposi Tigo Nagori
pemerintah telah menerapkan kebijakan yang dituangkan dalam program-program yang
menjadi program prioritas guna mengurangi tingkat kemiskinan.

Jumlah anggaran APBD yang digunakan untuk penanggulangan kemiskinan pada
Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar
Rp.819.186.950,- atau 11% dari total anggaran Kecamatan Lamposi Tigo Nagori sebesar
Rp.7.235.078.724,-. Seperti digambarkan melalui tabel berikut :

Tabel 2.1

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun 2024

| PROGRAM PEMBERDAYAAN 819.186.950
MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN

Kegiatan Pemberdayaan 819.186.950
masyarakat

Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat Se 3 organisasi 819.186.950
masyarakat di kelurahan Kecamatan Lamposi kemasyarakatan
Tigo Nagori




BRI

an, goulangan Kemiskinamn

Proporsi Program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan tersebut digambarkan pada
diagram berikut:

PROPORSI ANGGARAN PROGRAM PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI TAHUN 2024

B PAGU PROGRAM LAIN

B PAGU PROGRAM
PENANGGULANGAN
KEMISIKINAN

2.2

Gambaran Analisa Singkat Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Penanggulangan Kemiskinan

Untuk mendorong pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemisikinan di
Kecamatan Lamposi Tigo Nagori didukung dengan Program Pemberdayaan
Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan bentuk kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

dengan sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan tujuan untuk
peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat melalui lembaga/organisasi
kemasyarakatan yang ada dikelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber
daya sendiri.

Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan meliputi :

a) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat
Kegiatan ini meliputi sosialisasi pengolahan sampah, Pelatihan kader kesehatan
masyarakat, Penanganan stunting, Pangan sehat ibu hamil dan balita

b) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan
Kegiatan ini meliputi Pelatihan adat, Pelatihan Generasi Muda pada Seni dan

Budaya, Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan rumah
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c) Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah
Kegiatan ini meliputi Sosialisasi Pengembangan Budidaya Tanaman Bawang
Merah dan Cabe, Pelatihan merajut, Pelatihan peningkatan kapasitas petani,
Pelatihan membuat kue, Pelatihan menyulam, Pelatihan Pengelolaan Koperasi
untuk KPM, Pelatihan Kewirausahaan dan Marketing

d) Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan
Kegiatan ini meliputi Pembinaan RT/RW, PKK, LPM dan Karang Taruna untuk
peningkatan Kesejahteraan Keluarga, Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat
serta memberikan wadah kegiatan bagi generasi muda

e) Pengelolaan kegiatan ketenteraman, Ketertiban umum, dan perlindungan
masyarakat
Kegiatan ini meliputi Sosialisasi Anti Kekerasan Perempuan dan Anak, Sosialisasi
Pencegahan Penyakit Masyarakat, Sosialisasi Kelurahan Bersinar (Bersih dari
Narkoba)

f) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian
luar biasa lainnya
Kegiatan ini meliputi Pelatihan Kesiapsiagaan menghadapi bencana dan
kebakaran

Strategi Kecamatan Lamposi Dalam Penanggulangan Kemiskinan

Strategi pengentasan kemiskinan melalui sinergi program pemberdayaan
masyarakat. Berdasarkan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota
Payakumbuh Tahun 2023-2026, strategi yang digunakan dalam upaya
penanggulangan kemiskinan ada 3 (tiga) kelompok yaitu :

1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin;
2. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin;
3. Menurunkan jumlah kantong kemiskinan daerah.

Dalam mendukung kesuksesan pelaksanaan program penanggulangan
kemiskinan di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori , strategi yang diterapkan dalam
penanggulangan kemiskinan diantaranya :

1. Membuat rencana strategis, Pencapaian sasaran penanggulangan kemiskinan
serta program pendukung penanggulangan kemiskinan.

2. Meningkatkan sarana prasarana pendukung pelayanan dan pembinaan
kemasyarakatan
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3. Mendorong peningkatan produktivitas kelompok miskin dan rentan yang antara
lain lewat pelatihan, pembinaan dan pendampingan melalui kegiatan
pemberdayaan masyarakat dan Penguatan lembaga kemasyarakatan.

4. Meningkatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan dan

penanggulangan kemiskinan.

Penanganan Pengaduan Masyarakat

Penanganan pengaduan masyarakat sebagai bentuk kepedulian dan
keseriusan pemerintah dalam menangani permasalahan dan menampung keluhan
masyarakat atas ketidakpuasan terhadap capaian program penanggulangan
kemiskinan dan juga untuk untuk membuka akses masyarakat ikut berpartisipasi
dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Lamposi Tigo nagori

Beberapa media yang telah disediakan Oleh Kecamatan Lamposi Tigo Nagori
sebagai Jalur pengaduan masyarakat diantaranya :
a) Kotak saran/pengaduan
b) Helpdesk Kecamatan/Kelurahan
c) Whatsapp (083802449272)
d) Telepon ( 0752- 93300 )
e) Email ( Kecamatanlatina@payakumbuh.go.id )
f) Website ( https:// Kecamatanlatina.payakumbuh.go.id
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BAB III

CAPAIAN DAN ANALISIS KEMISKINAN
KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI

3.1 Realisasi Program Penanggulangan Kemiskinan
Dalam mendukung  kegiatan penanggulangan kemiskinan Kecamatan
Lamposi Tigo Nagori melaksanakan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN melalui Kegiatan Pemberdayaan kelurahan dengan sub kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan tujuan untuk peningkatan kapasitas
dan kapabilitas masyarakat melalui lembaga/organisasi kemasyarakatan yang ada

dikelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.

Realisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan sampai kondisi 31
Desember 2024 digambarkan pada table berikut :



Tabel 3.1

Realisasi Anggaran Program Penanggulangan Kemiskinan Kec. Lamposi Tigo Nagori
Kota Payakumbuh TA 2024 s.d bulan Desember 2024

No | Urusan Pemerintahan Kebijakan Sasaran Indikator Sasaran Program Indikator Target 2024 Realisasi 2024
/Bidang / Keglat?n / Sub Program Kinerja Pagu Kinerja Keuangan
Kegiatan /Kegiatan / Sub
. (Rp)
Kegiatan
UNSUR KEWILAYAHAN | Meningkatkan Meningkatnya Tingkat PROGRAM 1. IKM 819.186.950 739.894.420
koordinasi dan penanggulangan | kemiskinan PEMBERDAYAAN | kelurahan
fasilitasi kemiskinan dan MASYARAKAT 2. Persentase
terhadap upaya pengangguran DESA DAN Lembaga
penanggulangan KELURAHAN Kemasyarakatan
kemiskinan; yang Aktif
Kegiatan 1. Persentase 819.186.950 739.894.420
Pemberdayaan Sarana
kelurahan Prasarana
Kelurahan
dalam Kondisi
baik
2. Persentase
Lembaga
kemasyarakatan
tingkat
kelurahan yang
aktif
2 Pemberdyaan Jumlah 3 organisasi 819.186.950 3 organisasi 739.894.420
masyarakat di pembinaan, kemasyarakatan kemasyarakatan
Kelurahan Monitoring dan

Evaluasi
kegiatan
pemberdayaan
yang dilaksankan
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Gambaran Analis Singkat Hasil Pelaksanaan Program Kegiatan

Penanggulangan Kemiskinan sampai kondisi bulan Desember 2024

Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyrakat di Kelurahan ditujukan untuk
peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan
menggunakan potensi dan sumber daya sendiri.

Realisasi sampai Desember 2024 sebesar Rp. 739.894.420,- atau sebesar 90,32%
dari alokasi dana pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyrakat di Kelurahan
Hasil pelaksanaan penanggulangan kemiskinan antara lain :

- Mencipatakan Lapangan kerja baru dengan mengembangkan potensi melalui
pelatihan keterampilan dan pelatihan usaha yang dilaksanakan pada 6
kelurahan di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori

- Meningkatkan inovasi dan daya saing UMKM melalui Kegiatan pengelolaan
pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

- Meningkatkan pendapatan melalui pelatihan keterampilan yang dilaksanakan

- Penurunan stunting melalui penanggulangan kemiskinan karena kemiskinan
merupakan salah satu penyebab ibu dan anak tak memeroleh gizi yang cukup

- Sebagai salah satu upaya penanggulangan inflasi ditingkat kelurahan melalui
pelatihan pemanfaatan pekarangan rumah.

- Terbentuknya lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang berperan
meningkatkan kesejahteraan keluarga, sebagai wadah aspirasi masyarakat
dalam hal pembangunan infrastruktur, sosial dan ekonomi

- Sebagai wadah pembahasan dan penyelesaian permasalahan di kelurahan
baik dari segi infrastruktur, sosial maupun ekonomi

- Memfasilitasi pelaksanaan mufakat RW sebagai bentuk penyaluran aspirasi
masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, sosial dan ekonomi

- Pembinaan kepada lembaga kemasyarakatan (PKK, LPM, RT/RW) untuk
meningkatkan kinerja, pengetahuan & wawasan Pengurus sehingga
memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat
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BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

4.1 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Upaya yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan program penanggulangan
kemiskinan adalah monitoring secara rutin dan berkala terhadap capaian program yang
telah dilaksanakan. Monitoring dan Evaluasi ditujukan untuk mengetahui dan menilai
apakah pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan,
mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan dan juga untuk
mengukur efektivitas dan dampaknya terhadap penanggulangan kemiskinan di Kecamatan
Lamposi Tigo nagori.

Monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan perbulan maupun triwulan melalui
realisasi penyerapan anggaran, laporan capaian kinerja maupun rapat koordinasi antara
pihak-pihak terkait menyangkut permasalahan dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan
kegiatan

Hasil temuan dan kegiatan monitoring dan evaluasi dapat dimanfaatkan untuk
berbagai tujuan:

1. Memberikan umpan balik bagi perbaikan kebijakan dan program penanggulangan
kemiskinan;

2. Melakukan sinkronisasi berbagai kebijakan, program dan kegiatan;

3. Meningkatkan keterbukaan, dan;

4. Pertanggungjawaban publik terhadap pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, dan
meningkatkan studi kebijakan bagi para akademisi dan peneliti.

Hasil monitoring dan evaluasi berkala yang telah dilakukan ditemukan beberapa hal :
1. realisasi capaian fisik dan keuangan sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana terkait penanggulangan kemiskinan
3. Hasil Identifikasi potensi masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan menunjukkan

faktor kekuatan dan peluang yang dimiliki masih lebih besar dibandingkan dengan
kelemahan. Kondisi ini mengindikasikan potensi internal dan eksternal baik dari
masyarakat maupun dukungan pemerintah dapat meminimalkan kelemahan struktur

kelembagaan.
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4.2 Hambatan dan Tantangan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan

L.

Hambatan Pelaksanaan
Dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung penanggulangan Kemiskinan

tentunya mengalami beberapa hambatan dalam mewujudkan tujuan dan sasarannya

diantaranya adalah:

1.

Kurangnya Kapasitas Sumber Daya Manusia pelaksanan kegiatan, tidak hanya dari
segi kuantitas akan tetapi juga dari kualitas SDM yang ada

. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksaan kegiatan
. Rendahnya kesadaran dan pertisipasi masyarakat dalam mendukung pencapaian

tujuan kegiatan.

II. Tantangan Pelaksanaan

Penuntasan/penanggulangan kemiskinan dapat dicapai dengan pendekatan

pemberdayaan masyarakat. Karena melalui kegiatan pemberdayaan, semua potensi

yang dimiliki masyarakat didorong dan ditingkatkan untuk berdaya dalam melawan

faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan, adapun tantangan dalam pelaksanaan

kegiataan dapat diirincikan sebagai berikut :

1.

Bagaimana mendorong kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan
potensi dan kebutuhan masyarakat,

Bagaimana mendorong dan menciptakan berbagai kesempatan kerja melalui
kegiatan pembinaan dan pelatihan yang diadakan

Bagaimana mendorong peran aktif masyarakat untuk ikut serta dalam
mendukung kegiatan pembangunan.

Bagaimana Mengubah mind set masyarakat untuk berdaya dan mandiri.
Mengubah pola pikir masyarakat agar tidak hanya mengharapkan bantuan sosial,
melainkan dengan adanya bantuan sosial meningkatkan produktivitas dan
keberanian membuka usaha.

Menyusun perencanaan program dan penganggaran yang sesuai dan tepat
sasaran yang dapat memberikan dampak langsung pada pengurangan kantong-

kantong kemiskinan
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4.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak lanjut yang dilakukan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dalam hal

penyempurnaan program penanggulangan kemiskinan diantaranya :

1. Menyusun data base kemiskinan (DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ) sebagai
sasaran program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori

2. Peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak baik dengan instansi lain maupun pihak
swasta dalam hal menanggulangi kemiskinan

3. Pengikatan Sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan Kegiatan terutama
sarana prasarana yang dibutuhkan oleh organisasi Kemasyarakatan

4. Perlunya pemfokusan anggaran pada kebijakan yang mampu memberikan dampak
langsung pada peningkatan kesejahteraan penduduk miskin.

5. Mengidentifikasi potensi serta kebutuhan masyarakat, menentukan program / kegiatan
penanggulangan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat yang sesuai dan tepat

sasaran
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Kesimpulan

1. Anggaran yang digunakan untuk penanggulangan kemiskinan tahun 2024 sebesar
Rp.819.186.950,- melalui sub kegiatan sub kegiatan pemberdayaan masyarakat

2. Anggaran Penanggulangan Kemiskinan pada Tahun 2024 difokuskan pada
penanggulangan kemiskinan dan penanganan stunting

3. Realisasi anggaran penanggulangan kemiskinan sampai kondisi Desember 2024
sebesar Rp.739.894.420,- atau dengan capaian 90,32%

Rekomendasi
Berdasarkan Hasil monitoring dan Evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat

beberapa rekomendasi yang perlu disikapi untuk meningkatkan kaulitas pelaksaan Program

dan
1.

kegiatan di antaranya :

Memperhatikan Kebutuhan dalam proses perencanaan pengagaran yang lebih sesuai
dan tepat sasaran agar pelaksanaan kegiatan di lapangan dapat mengakomodir tujuan
yang tertuang pada rencana aksi dan sesuai dengan program prioritas

Penguatan pengawasan dan Koordinasi dari pemerintahan kecamatan terkait
pelaksanaan kegiatan di lapangan

Perlu adanya peningkatan pelaksanaan sosialisasi ataupun himbauan kepada masyarkat
untuk mendukung penyelenggaraan Program dan kegiatan yang ada dikecamatan
Peningkatan kapasitas SDM untuk melaksanakan kegiatan baik itu dari Segi SDM yang
ada di lingkup pemerintahan maupun yang ada di lingkup Organisasi Kemasyarakatan
Pengkatan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan terutama
sarana prasarana yang dibutuhkan oleh organisasi kemasyarakatan

Meningkatkan peran dan fungsi seluruh anggota Organisasi/Lembaga Kemasyrakatan
dalam mendukung pelaksanaan kegiatan di Lapangan.

Penguatan kerjasama dan koordinasi dan antara Pemerintah Kecamatan Lamposi Tigo

Nagori dengan organisasi/ lembaga kemasyarakatan yang dibina.

20



	BAB I
	PENDAHULUAN
	BAB II
	BAB III
	BAB IV
	BAB V
	PENUTUP

